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ABSTRAK 

 

DIGITALISASI PELAYANAN KESEHATAN SEKTOR PUBLIK : SEBUAH 

SCOPING REVIEW DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PELAYANAN 

KESEHATAN DI INDONESIA 

 

Oleh 

 

SABRINA JASRIYANI PUTRI 

 

Digitalisasi pelayanan kesehatan sektor publik di Indonesia merupakan agenda 

strategis transformasi digital sebagai dampak perkembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi dengan bertujuan meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan kualitas 

layanan kesehatan. Penelitian ini bertujuan sebagai pemetaan konseptual 

karakteristik tipologi pelayanan digital, mengidentifikasi faktor-faktor yang 

mempengaruhi implementasi pelayanan kesehatan digital, serta menganalisis 

dampak digitalisasi terhadap kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia. Studi ini 

melakukan pendekatan metode scoping review yang berpedoman pada analisis 

PRISMA-ScR dengan pencarian literatur melalui empat basis data: Harzing PoP, 

Dimensions, DOAJ, dan PubMed. Sebanyak 1003 artikel diidentifikasi, dan 45 

artikel inklusi. Karakteristik tipologi pelayanan digital di Indonesia didominasi 

oleh telemedicine, rekam medis elektronik, dan mobile health (mHealth). Adapun 

faktor yang mempengaruhi pelayanan diantaranya, yaitu ketersediaan infrastruktur 

dan interoperabilitas data, kapasitas SDM dan resistensi budaya, regulasi dan 

keamanan data, serta penerimaan masyarakat dan kesetaraan akses. Digitalisasi 

berkontribusi secara positif terhadap dimensi daya tanggap dan efisiensi layanan, 

akan tetapi masih terdapat tantangan berupa aspek empati, jaminan layanan, dan 

inklusivitas bagi masyarakat kategori rentan. Digitalisasi pelayanan kesehatan di 

Indonesia masih membutuhkan strategi dalam integrasi sistem pelaksanaan, 

penguatan regulasi dan transparansi keamanan data pengguna, kebijakan afirmatif 

untuk mendukung pemerataan infrastruktur, serta peningkatan kompetensi digital 

tenaga kesehatan sebagai upaya pengembangan sistem kesehatan digital yang 

inklusif, aman, dan berkelanjutan. 

 

 

Kata Kunci: Digitalisasi pelayanan kesehatan; layanan publik; scoping review; 

kualitas pelaksanaan pelayanan.  



 

 

 

ABSTRACT 

 

DIGITALIZATION OF PUBLIC SECTOR HEALTH SERVICES: A SCOPING 

REVIEW AND ITS IMPLICATIONS FOR HEALTH SERVICES IN 

INDONESIA 

 

By 

 

SABRINA JASRIYANI PUTRI 

 

The digitalization of public sector healthcare services in Indonesia is a strategic 

agenda for digital transformation, driven by advances in science and technology, 

aimed at improving the efficiency, accessibility, and quality of healthcare services. 

This study aims to conceptually map the characteristics of digital service 

typologies, identify factors influencing the implementation of digital healthcare 

services, and analyze the impact of digitalization on the quality of healthcare 

services in Indonesia. This study uses a qualitative method approach scoping 

review, which is based on analysis PRISMA-ScR with a literature search through 

four databases:Harzing PoP, Dimensions, DOAJ, And PubMed. Total of 1003 

articles were identified, and 45 articles were included. The characteristics of the 

digital service typology in Indonesia are dominated by telemedicine, electronic 

medical records, and mobile health (mHealth). Factors that influence service 

delivery include infrastructure and data interoperability, human resource capacity 

and cultural resistance, data regulation and security, and public acceptance and 

equal access. Digitalization contributes positively to service responsiveness and 

efficiency, but challenges remain in empathy, insurance, and inclusivity for 

vulnerable populations. The digitalization of healthcare services in Indonesia still 

requires strategies for integrating implementation systems, strengthening 

regulations and transparency regarding user data security, affirmative policies to 

support equitable infrastructure distribution, and enhancing the digital 

competence of healthcare workers as an effort to develop an inclusive, safe, and 

sustainable digital healthcare system. 

 

Keywords : digitalization of health services;public services; scoping review; 

quality service delivery 
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"Digital-era governance is not about doing old things faster; it is about doing 

new things that were previously impossible." 

(Dunleavy, Digital Era Governance (2005)) 

 

"Public managers should be explorers of public value, constantly seeking ways to 

create value for citizens within the constraints of legitimacy and operational 

capacity." 

(Mark H. Moore, Public Value (1995)) 

 

"Public service is not about delivering outputs; it is about co-creating value with 

citizens through meaningful interactions." 

(Stephen P. Osborne, Public Service Logic) 

 

“I am because we are, tak ada orang yang dapat menyeleseaikan masalahnya 

sendiri melainkan melalui bantuan orang lain.” 

(Filosofi Ubuntu dan Sabrina J.P, 2026) 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Digitalisasi pelayanan kesehatan pada sektor publik merupakan bentuk 

pelayanan yang kompleks, yaitu tidak terbatas pada interaksi langsung 

antara pemerintah dalam pengambilan keputusan pelayanan kesehatan 

melainkan mencakup pemberi pelayanan teknis, dan kepastian keamanan 

data masyarakat sebagai pengguna dan pemilik data sensitif atau 

kepemilikan data yang besifat privasi. Mengukur keberlanjutan dari 

pemberian pelayanan digital kesehatan  berarti mendefinisikan kembali 

dampak transformasi digital, tentang bagaimana perubahan organisasi, 

sosial, budaya (Dunleavy, 2005), etika pelayanan, serta dampak ekonomi 

yang timbul dari pergeseran yang terjadi akibat perkembangan teknologi 

informasi dan komunikasi yang masif sebagai dampak revolusi industri 

4.0 (Yusuf, R. R., & Fadhilah, A. D. 2023).   

Mengutip Mergel et al. tahun 2019, dalam digitalisasi pelayanan publik 

bukan hanya perubahan dari tindakan konvensional menuju tindakan 

yang lebih modern dengan berbasis teknologi atau dengan pengadopsian 

sektor privat, melainkan sebuah paradigma perubahan tata kelola 

pemerintahan dengan berdasarkan kepada keputusan supranasional dan 

berorientasi pada apa yang diekspektasikan oleh masyarakat (co-

producers in changing or reform the public services). Dengan demikian 

keberhasilan layanan publik tidak hanya terbatas pada sebuah inovasi 

atau modernisasi dalam standar operasional pelaksanaan, desain teknis, 

dan keluaran (output). Lebih daripada itu, keberhasilan pelayanan terkait 

bagaimana pelayanan tersebut mampu memberikan nilai (value) bagi 

masyarakat dan pelaksana layanan dalam menciptakan kualitas sistem 

pelayanan kesehatan yang bersifat kontinuitas (Osborne, 2021). 
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Pelaksanaan transformasi digital di Indonesia di dorong melalui 

kebijakan reformasi birokrasi  yang dilakukan oleh pemerintah dengan 

membangun mekanisme kerja berupa Sistem Pemerintahan Berbasis 

Elektronik (SPBE) yang diatur melalui Perpres nomor 95 tahun 2018. 

Peraturan ini lahir untuk menjawab tantangan kebijakan yang semakin 

beragam dalam sektor pembangunan, khususnya ilmu pengetahuan dan 

teknologi yang terus berkembang (Bappenas, 2023). Tujuan kebijakan ini 

sebagai upaya meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan 

komunikasi dalam bidang pelayanan dengan orientasi kualitas, efisiensi, 

transparansi, aksesibilitas pelayanan publik melalui sebuah sistem 

layanan yang cepat, akurat, terintegrasi, serta bebas korupsi (Utami et al., 

2026; O’Connor et al., 2026;  Verma & Kumari, 2024). Meningkatnya 

kompleksitas pelayanan, turut mempengaruhi peran pemimpin dalam 

melaksanakan tugas, khususnya terkait pentingnya keterampilan digital 

dan ketangkasan emosional (Susarianto, 2024). Hal ini karena 

transformasi digital pelayanan tidak terbatas tentang bagaimana 

pemimpin beradaptasi dengan memanfaatkan seluruh sumber daya yang 

dimiliki dalam pengambilan keputusan pelayanan (Suriadi et al., 2024), 

tetapi bagaimana pemimpin mampu melaksanakan strategi inovasi 

pelayanan guna meningkatkan kapasitas sumber daya yang dimiliki 

melalui pengelolaan  tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pelayanan 

kesehatan digital (Septiani Santoso et al., 2025).  

Digitalisasi pelayanan kesehatan diwujudkan melalui berbagai jenis 

layanan sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan melalui 

transformasi digital. Diantaranya seperti sistem informasi manajemen 

rumah sakit (SIMRS) yang pada prosesnya mengintegrasikan seluruh 

alur pelayanan rumah sakit ke dalam bentuk jaringan sistem informasi 

kesehatan  (Rabiah Demlinur Putri & Dety Mulyanti, 2023), antrean 

online BPJS Kesehatan sebagai bentuk efisiensi waktu tunggu pelayanan 

tanpa perlunya kontak fisik sehingga mengurangi kerumunan di tempat 

tunggu pelayanan (Muhammad Zamzami & Ari Anggarani, 2024), rekam 

medis elektronik atau Electronic Health Record (EHR) dan Electronic 
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Medical Record (EMR) yang diregulasi melalui Permenkes Nomor 24 

Tahun 2022 dimana model layanan ini merupakan bentuk laporan terkait 

catatan medis pasien (Al-Shorbaji, 2022; Pohlmann et al., 2020; Zaidan 

et al., 2015). Secara operasional layanan rekam medis elektronik 

dikembangkan secara terintegrasi kedalam layanan SATU SEHAT 

melalui Permenkes Nomor 18 Tahun 2022 dengan orientasinya 

mendukung transformasi digital (Fakih, 2022). Selain itu terdapat pula 

model layanan telemedicine yang ditetapkan melalui Permenkes Nomor 

20 Tahun 2019, merupakan pemberian pelayanan kesehatan jarak jauh 

oleh tenaga kesehatan profesional melalui layanan TIK (WHO, 1980; 

Alexandra et al., 2021), dan aplikasi mobile layanan kesehatan 

pemerintah lainnya (Zein, H. H. M., & Septiani, S., 2024). 

Tantangan pelayanan kesehatan publik di Indonesia dapat dikategorikan 

sebagai sesuatu yang kompleks, meliputi kondisi geografis Indonesia 

yang merupakan negara kepulauan menimbulkan kesenjangan geografis 

dalam pemberian akses pelayanan kesehatan antara wilayah kota dan 

desa dengan wilayah terpencil (Aisyah et al., 2024;  Wasir et al., 2025). 

Dimana kondisi tersebut berdampak pada pemerataan tenaga kesehatan, 

tingginya beban penyakit menular dan tidak menular, serta kebutuhan 

peningkatan efisiensi layanan dalam kerangka Universal Health 

Coverage (UHC) (Kemenkes, 2023; WHO, 2016). Misalnya 

sebagaimana yang diungkapkan oleh Kurnia A. tahun 2024, bahwa 

indeks ketersediaan pelayanan primer berupa Puskesmas di Indonesia 

masih kurang dengan nilai indeks 1,4 per 100.000 penduduk dimana 

berdasarkan acuan WHO menyarankan setidaknya 2 per 100.000 

penduduk dalam memastikan pelayanan yang sesuai pada aspek 

accessibility yang disampaikan Penchansky dan Thomas tahun 1981.  
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Gambar 1. Data Jumlah Ketersediaan Fasilitas Kesehatan di 

Indonesia 

Sumber : Diolah oleh peneliti, 2026 

Dalam konteks tersebut, digitalisasi pelayanan kesehatan dipandang 

sebagai solusi potensial untuk menjembatani kesenjangan akses layanan 

(Memo Lukito & Ascobat Gani, 2024) dengan menghapuskan batasan 

geografis yang rentan akan keterbatasan sumber daya manusia dan 

fasilitas (Wijayanti, R. R., & Makmun, K. S., 2024), mempercepat proses 

pelayanan rujukan, membantu penyelarasan antar unit pelayanan 

(Chendra, R., Sriati, S., & Putra, R. 2025), meningkatkan kontinuitas 

perawatan, serta memperkuat sistem surveilans dan pengambilan 

keputusan berbasis data (Setiawan, A. 2025). Sejumlah studi 

menunjukkan bahwa penerapan teknologi digital dapat meningkatkan 

keterjangkauan layanan kesehatan, terutama bagi masyarakat di wilayah 

terpencil dan tertinggal (Ade Amallia, 2024). 

 

Gambar 2. Nilai Loading Factors Ukuran Digitalisasi Indonesia 

Tahun 2023 

Sumber: Data BPS,2025 
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Percepatan adopsi teknologi kesehatan digital semakin nyata 

penerapannya sejak pandemi COVID-19, beberapa penelitian 

mengajukan bahwa pandemi yang terjadi menjadi katalisator dalam 

pemanfaatan digital atau transformasi pelayanan kesehatan (Palapessy, 

2025; Bonsapia & Jumiran, 2025; Rahmadi, 2023). Misalnya China, 

penggunaan teknologi memiliki peranan penting dalam pengawasan 

epidemiologi, mempercepat identifikasi kasus, dan penghentian 

penularan di masyarakat sehingga secara efektif meningkatkan efisiensi 

pencegahan dan pengendalian (Xu et al., 2025). Pada negara-negara Uni 

Eropa pandemi turut mendukung efektivitas pelayanan digital melalui 

intervensi kesehatan masyarakat digital pertama dalam skala besar 

melalui Data Protection Tracking (DTP) dengan pemanfaatan sensor 

bluetooth pada ponsel penggunanya (Leal Neto & Von Wyl, 2024). 

Pembatasan mobilitas dan meningkatnya kebutuhan layanan kesehatan 

jarak jauh tanpa kontak fisik mendorong pemanfaatan telemedicine 

(Pristiya Maulaningrum et al., 2025; Ramadhan & Tricahyono, 2025), 

baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun oleh sektor swasta. 

Berbagai platform telekonsultasi, aplikasi pemantauan kesehatan, dan 

sistem pelaporan berbasis digital berkembang pesat selama periode 

tersebut hingga 600% (Labkesmas Baturaja, 2021), secara data Indonesia 

masih tertinggal dalam pengadopsian teknologi sebagai upaya 

terintegrasi sistem pelayanan publik meskipun telah memiliki blue print 

kebijakan transformasi digital dan pelayanan berbasis elektronik 

(Bappenas, 2023). Di Indonesia, pengadopsian teknologi informasi dan 

komunikasi yang mendukung digitalisasi terus mengalami peningkatan 

yang cukup signifikan sejak terjadinya pandemi dan mengalami 

peningkatan pasca pandemi. Hal tersebut dapat dilihat melalui Indeks 

Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunisasi (IPTIK) oleh Badan 

Pusat statistik pada tahun 2018 hingga tahun 2023. 
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Gambar 3. Perkembangan Indeks Pembangunan Teknologi 

Informasi dan Komunikasi Indonesia 2018-2023 

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024 

Namun demikian, peningkatan penggunaan teknologi digital tidak selalu 

diikuti oleh kesiapan pengadopsian sistem digitalisasi secara menyeluruh. 

Implementasi digitalisasi tersebut seringkali menghadapi tantangan 

seperti ketimpangan infrastruktur digital, misalnya saja mengacu data 

BPS tahun 2025 keterjangkauan sinyal telepon seluler antara pulau Jawa 

sebesar 99,98% dengan Papua dan Maluku atau Indonesia bagian Timur 

yang hanya 65,32% yang memberikan disparitas sebesar 24,66% dari 

rata-rata keterjangkauan sinyal di daerah Jawa dan beberapa pulau di 

Indonesia bagian Barat yang memiliki selisih hanya 2% sampai 3% dari 

pulau Jawa dalam ketidak terjangkauan sinyal. Keterjangkauan akan 

sinyal ini penting sebagai peningkatan dan tolok ukur dalam mendukung 

transformasi pelayanan berbasis digital sebagai upaya pemerataan TIK, 

karena berdasarkan penelitian empirik yang dilakukan Palapessy tahun 

2025 gangguan sistem digital akibat lemahnya infrastruktur digital yang 

ada menyebabkan keterlambatan pelayanan dan menimbulkan 

ketidakpuasan pasien. Secara multidimensi termasuk tantangan terhadap 

transformasi digital, diantaranya interoperabilitas sistem, resiliensi 

organisasi, kurangnya sumber daya manusia dengan kapabilitas digital, 

ketidakjelasan atau asinkron kebijakan (Utami et al., 2026; Dal Mas et 

al., 2023), resistensi kelembagaan, maupun integrasi sistem (Suriadi et 

al., 2024), serta masyarakat dengan resiko sosial atau tidak terpapar 

dengan arus teknologi, misalnya masyarakat usia renta dan dengan 
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gangguan kesehatan tertentu (Fernández Da Silva et al., 2022). Adapun 

tantangan baru dalam pemberian pelayanan kesehatan yaitu berupa data 

keamanan pengguna layanan kesehatan dan efisinesi operasional 

(McCoy, 2025). 

Kajian mengenai pengadopsian teknologi informasi dan komunikasi 

(Information and Communication Technology/ICT) di fasilitas pelayanan 

kesehatan Indonesia menunjukkan adanya variasi yang signifikan antar 

daerah dan antar jenis fasilitas kesehatan. Kesenjangan kesehatan digital 

yang signifikan masih terjadi di wilayah perkotaan dan pedesaan atau 

terpencil di Indonesia. Misalnya pada tahun 2019, sekitar 94 juta orang 

dewasa Indonesia tidak memiliki akses internet seluler hampir 80% 

dengan penetrasi internet di Tahun 2024 menjadi 74% di antaranya 

tinggal di wilayah pedesaan Sumatera, Jawa, dan Bali. Di luar 

keterbatasan infrastruktur, rendahnya literasi digital juga menghambat 

adopsi kesehatan digital (Wasir et al., 2025).  Selain itu berdasarkan data 

BPS tahun 2024 tentang presentase survei sosial ekonomi nasional 

menunjukkan rata-rata kesenjangan antara perkotaan dan desa di 

Indonesia mencapai 8,77% dengan tingkat kesenjangan kota dan desa 

tertinggi berada pada wilayah Papua. Kondisi ini berdampak pada 

ketimpangan pemanfaatan layanan kesehatan digital dan berpotensi 

memperlebar kesenjangan pelayanan kesehatan apabila tidak ditangani 

secara sistematis. 

Penelitian akademik mengenai digitalisasi pelayanan kesehatan sektor 

publik telah berkembang dalam berbagai disiplin ilmu, baik dalam kajian 

kebijakan hukum, implementasi dan evaluasi program pelayanan dengan 

metodologis yang beragam dan kontribusi berbeda-beda pada tiap 

penelitian yang dilakukan. Sebagian besar studi menyoroti manfaat 

potensial digitalisasi, seperti peningkatan akses dan kepuasan pengguna, 

sehingga kondisi ini menyebabkan belum tersedianya pemetaan literatur 

yang komprehensif mengenai bagaimana digitalisasi pelayanan kesehatan 

sektor publik dikaji, faktor-faktor apa saja yang memengaruhi 
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implementasinya, serta implikasinya bagi tata kelola dan kualitas 

pelayanan publik. 

Dalam upaya memetakan trend penelitian mengenai digitaliasi pelayanan 

kesehatan sektor publik penelitian studi literatur (literatur review), 

menggunakan sebuah tools perangkat lunak pendukung yaitu VOSviewer. 

Data yang digunakan berdasarakan hasil pencarian melalui aplikasi 

Harzing Publish or Perish dengan kata kunci "digital health service" OR 

"telemedicine" OR "e-health" OR "mhealth" OR "ehr" OR "integrated 

healthcare" AND "public health service" OR "healthcare system" OR 

"health service delivery" AND "Indonesia", sedangkan kata kunci utama 

berbahasa Indonesia menggunakan kombinasi berupa "digitalisasi 

pelayanan kesehatan" OR "Rekam Medis Elektronik" OR "telemedicine" 

AND "digitalisasi pelayanan publik" OR "tata kelola digital" OR "tata 

kelola publik" OR "inovasi tata kelola" mendapatkan 1000 papers 

maximum number. Hasil visualisasi "create by co-occurrence (title and 

abstract fields)" dan network visualization pada VOSviewer dapat dilihat 

pada gambar di bawah ini. 

 

Gambar 4. Hasil Pemetaan Literatur (Network Visualization) 

Sumber: diolah oleh peneliti, 2026 

Melalui hasil pemetaan network visualization, items seperti digital health 

service, health care system, transformation, digital era dan governance 

memiliki keterhubungan jaringan dengan yang lainnya. Kemudian 
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berdasarkan hasil yang ditampilkan dapat diartikan bahwa pembahasan 

atau kajian digitalisasi pelayanan kesehatan di Indonesia masih berfokus 

pada aspek pelaksanaan tata kelola dibandingkan dengan proses 

penyampaian layanan, hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam 

memberikan atau penyampaian bukti berlandaskan teori terhadap praktik 

pelayanan kesehatan yang mendukung transformasi kesehatan sebagai 

upaya memperkuat transformasi pelayanan digital.  

Berdasarkan kondisi tersebut peneliti menggunakan model studi scoping 

review yang mengacu pada pendekatan PRISMA-ScR, scoping 

merupakan metode untuk pemetaan sistematis secara menyeluruh bukti 

ilmiah yang tersedia, karena mengutip Arksey & O’Malley (2005) 

metode ini memungkinkan peneliti mengidentifikasi jenis intervensi 

digital yang telah diterapkan, konteks pelaksanaan, outcome yang 

dilaporkan, serta kesenjangan penelitian yang masih ada. Metode ini 

dinilai sesuai untuk topik yang luas, progresif, dan memiliki 

heterogenitas tinggi seperti digitalisasi kesehatan. Maka berdasarkan 

dengan apa yang disampaikan dalam latar belakang di atas,  penulis 

mengangkat permasalahan tersebut ke dalam suatu penelitian yang 

berjudul "Digitalisasi Pelayanan Kesehatan Sektor Publik: Sebuah 

Scoping Review dan Implikasinya Terhadap Pelayanan Kesehatan di 

Indonesia".  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana karakteristik tipologi digitalisasi pelayanan kesehatan 

sektor publik yang dibahas dalam literatur ilmiah yang ada? 

2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi digitalisasi 

pelayanan kesehatan sektor publik di Indonesia? 

3. Bagaimana dampak digitalisasi pelayanan kesehatan terhadap kualitas 

pelayanan publik di Indonesia? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan Rumusan masalah di atas, penelitian ini memiliki tujuan 

sebagai berikut: 

1. Memetakan karakteristik tipologi pelayanan kesehatan sektor publik 

berdasarkan literatur ilmiah.  

2. Mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi implementasi digitalisasi 

pelayanan kesehatan publik di Indonesia.  

3. Menganalisis dampak digitalisasi terhadap aspek kualitas pelayanan 

publik bidang kesehatan di Indonesia. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan kajian 

atau rujukan dalam perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu 

administrasi publik. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk 

memperkaya pemahaman teori dan konsep digitalisasi pelayanan 

publik di sektor kesehatan melalui metode scoping review terkait 

pemahaman konseptual menganai hubungan antara digitalisasi, tata 

kelola pemerintahan, dan kualitas pelayanan publik. 

 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi awal bagi 

pemerintah dalam merancang dan mengembangkan kebijakan 

digitalisasi pelayanan kesehatan publik yang lebih relevan, terarah, 

inklusif, dan berkelanjutan. Selain itu, penelitian ini juga dapat 

menjadi bahan rujukan bagi pemangku kepentingan khususnya 

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dinas kesehatan, dan 

praktisi dalam pengembangan dan pengimplementasian solusi digital 

atau menjadi dasar evaluatif sistem layanan digital health berupa 

telemedicine, rekam medis elektronik dan Sistem Informasi 

Kesehatan. 



 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

a. Tinjauan Penelitian Relevan 

Penelitian terdahulu pada studi ini memiliki tujuan untuk 

mendapatkan bahan perbandingan dan acuan dalam pelaksanaan 

penelitian. Selain itu, penelitian terdahulu juga ditujukan untuk 

menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian yang diajukan. 

Terdapat beberapa bahan acuan yang menjadi sumber informasi dalam 

mengkaji masalah yang akan diteliti, sebagai berikut: 

Tabel 1. Penelitian Terdahulu 

No Peneliti dan Judul 

Penelitian 

Hasil Penelitian Research Gap 

1 Wasir et al., 2025. 

Strengthening Health 

System Resilience 

through Digital 

Health: Challenges 

and Prospects in 

Indonesia's Rural 

and Remote Regions 

- A Scoping Review 

Protocol. 

 

Mengembangkan strategi 

potensi guna 

mempersempit 

kesenjangan akses digital 

antara desa dan kota 

dengan mempromosikan 

akses yang lebih inklusif 

dalam inovasi kesehatan 

melalui layanan berbasis 

SMS bagi lingkungan 

dengan konektivitas 

rendah, dan dukungan 

keragaman linguistik 

dalam mempengaruhi 

jangkauan dan penerimaan 

intervensi. 

Pada Penelitian ini 

sendiri tidak 

memberikan 

gambaran umum 

baik secara 

eksplisit maupun 

implisit terkait 

bagaimana 

perbandingan 

pelaksanaan 

pelayanan digital 

antara masyarakat 

pada dimensi 

praktis dan 

sosiobudaya 

implementasi 

kesehatan di 

berbagai 

lingkungan. 
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No Peneliti dan Judul 

Penelitian 

Hasil Penelitian Research Gap 

2 Rahmadi, 2023.  
Pelayanan Publik 

Digital Sebelum dan 

Setelah Pandemi 

COVID-19 di 

Indonesia. 

Penelitian menunjukkan 

bahwa kondisi pelayanan 

elektronik kesehatan 

semakin meningkat saat 

pandemi Covid-19 yang 

sekaligus menjadi 

katalisator dalam 

mendukung percepatan 

adopsi teknologi dalam 

pemerataan akses, 

infrastruktur dan tata 

kelola data melalui 

pembangunan sistem 

layanan kesehatan yang 

tangguh, mudah diakses,, 

dan efisien bagi 

masyarakat. 

Penelitian ini 

memiliki fokus 

teori kepada 

pelaksanaan 

terhadap 

pelayanan 

kesehatan digital 

e-health dengan 

analisis tata kelola 

e-government.  

3 Bagheri et al., 2025. 

Governance of 

Transformative 

Value-Based 

Healthcare Services 

in the Digital Era – 

A Policy and 

Research Agenda. 

Penelitian ini merupakan 

penelitian substansial 

manajemen strategi 

pelayanan kebijakan 

digital publik pada masa 

pandemi dan pasca 

pandemi, terkait 

bagaimana strategi sektor 

pelayanan kesehatan 

digital yang terintegrasi 

membantu meningkatkan 

kualitas pelayanan 

kesehatan secara 

preventif dan fokus pada 

kualitas hasil pelayanan 

pasien, efisiensi biaya, 

dan kepuasan masyrakat 

Penelitian 

merupakan bentuk 

pilot project yaitu 

sebuah bahan 

rekomendasi 

kebijakan dalam 

menyusun agenda 

masa depan 

pelayanan 

kebijakan yang 

lebih lanjut 

dengan 

pendekatan nilai 

berbasis 

kompetensi 

(value-based 

competition.) 
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No Peneliti dan Judul 

Penelitian 

Hasil Penelitian Research Gap 

4 Maia et al., 2019. 

How to develop a 

sustainable 

telemedicine 

service? A Pediatric 

Telecardiology 

Service 20 years on - 

an exploratory study. 

Salah satu bentuk 

pelayanan masa depan 

kesehatan berupa 

telekardiologi sebagai 

pelopor dan promotor 

telemedisin melalui 

penghematan sumber 

daya dalam biaya 

administrasi dan logistik. 

Adapun faktor kritis 

momentum dalam 

implementasi telemedisin 

memungkinkan 

pemahaman terkait 

bagaimana hambatan 

politik diatasi dengan 

keterlibatan profesioal 

dan pengembangan 

jaringan layanan. 

Studi ini memiliki 

objek penelitian 

pelayanan terbatas 

hanya pada satu 

negara, sehingga 

hanya dapat 

menjadi 

pembanding dan 

pengadopsian 

yang dilakukan 

perlu penyesuaian 

dengan pola 

politik, sosial dan 

ekonomi di 

masing-masing 

negara. 

5 Nugraheni et al., 

2024. Mapping the 

Landscape of 

Palliative Care in 

Indonesia: A 

Scoping Review of 

Availability, 

Accessibility, and 

Quality. 

Jenis layanan kesehatan 

jarak jauh (telehealth) 

dibagi berdasarkan 

wilayah, fungsi, 

modalitas dan program. 

Implementasi telehealth 

didominasi pada pusat 

kesehatan masyarakat 

yang umumnya bersifat 

promotif dan preventif. 

Adapun aspek 

implementasi telemedisin 

di Indonesia, yaitu 

penerimaan, kebijakan, 

teknologi, organisasi dan 

pembiayaan 

Penelitian 

memiliki konteks 

terhadap 

implementasi 

pelayanan 

sehingga kurang 

menunjukkan 

terkait apakah 

pelayanan 

tersebut mampu 

mendorong 

perubahan 

kebijakan atau 

tata kelola yang 

ada. 
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No Peneliti dan Judul 

Penelitian 

Hasil Penelitian Research Gap 

6 Yusuf, R. R & 

Fadhilah, A. D., 

2023. Surabaya e-

Health sebagai 

Bentuk Reformasi 

Kebijakan Publik di 

Indonesia Pada 

Sektor Pelayanan 

Publik 

Kota Surabaya dalam 

mewujudkan pelaksanaan 

e-government adalah 

melalui salah satunya 

inovasi layanan 

kesehatan berupa e-

health Surabaya yang 

tersebar diseluruh 

kelurahan di Surabaya, 

dan pelaksanaannya pada 

63 Puskesmas dan 2 

Rumah Sakit di Kota 

Surabaya. Salah satu 

bentuk inklusivitas 

pelayanan ini adalah 

dengan penyediaan 3 

bahasa (Indonesia, Jawa 

dan Madura) dalam 

membantu 

mempermudah pelayanan 

Penelitian ini 

memberikan 

gambaran umum 

implementasi 

salah satu 

pelayanan 

kesehatan daerah 

akan tetapi tidak 

mencantumkan 

terkait kebijakan 

atau bagaimana 

aturan tentang 

pelaksanaan e-

government di 

Surabaya 

khususnya aturan 

terkait e-health 

terrsebut. 

Sumber: diolah oleh peneliti, 2026 

b. Novelty 

Menurut Hardani tahun 2020, salah satu karakteristik umum yang 

perlu ada di dalam masalah penelitian adalah terkait orisinalitas 

penelitian yang menjanjikan kebaruan (novelty) dan bukan merupakan 

pengulangan dari penelitian sebelumnya. Adapun tiga jenis novelty, 

yaitu invention (temuan baru) yanng artinya penelitian dilakukan 

dengan prinsip dasar baru dan bertujuan mengubah teori dan praktik 

yang sudah ada, improvement (peyempurnaan) yaitu sebagai 

penyempurnaan terhadap hasil penelitian yang sudah ada, dan 

refutation (sanggahan) yaitu sebuah argumen penolakan komprehensif 

terhadap hasil penelitian terdahulu dengan menghasilkan wawasan 

baru yang mendalam (HM. Sukardi, 2021).  

Kebaruan dalam penelitian ini adalah sebagai suatu penyempuranaan 

penelitian terhadap hasil yang sudah ada. Posisi metode penelitian ini 

memiliki kesamaan terhadap penelitian yang dilakukan Wasir (2025) 

Nugraheni (2024), dan Maia (2019) terkait studi literature review 

berupa scoping review. Adapun penelitian ini bukan merupakan 
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bentuk penelitian yang melakukan intervensi pada penelitian atau 

kebijakan yang telah ada di dalam penelitian terdahulu sebagaimana 

dilakukan Bagheri (2025) dan Rahmadi (2023). Melainkan penelitian 

ini sebagai suatu pemetaan dampak konseptual terhadap pelakasanaan 

pelayanan dengan menilai dampak kualitas pelayanan melalui teori 

servqual Parasuraman (1988), yang dilakukan dengan cakupan tidak 

terbatas pada cluster daerah atau satu kawasan wilayah tertentu 

melainkan pemetaan hasil yang ada di Indonesia. Adapun penelitian 

yang dilakukan melakukan analisis transformasi sistem pelayanan 

dengan pendekatan teori digital era governance oleh Dunleavy 

(2005), dan teori adopsi pelayanan kesehatan digital. 

 

2.2 Digitalisasi Pelayanan Publik 

Digitalisasi Pelayanan Publik adalah proses pengadopsian teknologi 

informasi dan komunikasi (TIK/ Information Communication 

Technology (ICT)) untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, 

transparansi, kualitas pelayanan publik, dan peningkatan partisipasi 

publik (Utami et al., 2026; Hasbi & Syahputra, 2025). Digitalisasi pada 

sektor kesehatan dikenal dengan istilah digital health atau e-health yang 

mencakup layanan sistem informasi kesehatan, layanan kesehatan 

berbasis aplikasi, dan integrasi data kesehatan dalam pengambilan 

keputusan penanganan atau prosedur pelayanan (Pristiya Maulaningrum 

et al., 2025).  

Dalam teori keilmuan administrasi publik, digitalisasi pelayanan publik 

dipahami sebagai proses perubahan sistem pelayanan guna meningkatkan 

secara simultan beberapa aspek, diantaranya aspek teknologi berupa 

kualitas infrastruktur TIK, interoperabilitas sistem, dan kompatibilitas 

aplikasi; aspek organisasi berupa dukungan pimpinan, sumber daya 

manusia dengan keahlian digital, anggaran, dan kepemimpinan yang 

transformatif; dan aspek kebijakan yang termasuk diantaranya terkait 

kepastian regulasi dan lingkungan institusional yang mendorong atau 
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menghambat integrasi layanan digital (Alshahrani, 2025; Sihotang et al., 

2024).  

Digitalisasi tidak sekadar memindahkan layanan konvensional untuk 

bertransformasi menuju pelayanan digital yang lebih modern, tetapi juga 

menuntut perubahan cara kerja birokrasi dan pola interaksi antara 

pemerintah dan masyarakat. Lebih jelas, mengutip pendapat Alford & 

O'flyin tahun (2009) dalam Mergel tahun (2019), menyatakan bahwa 

transformasi digital menuntut pentingnya peningkatan organisasi sektor 

publik untuk lebih efektif dan efisien dalam proses dan hasil. Berdasar 

apa yang dimaksudkan, keberhasilan digitalisasi pelayanan publik sangat 

dipengaruhi oleh kepemimpinan yaitu kemampuan atau keterampilan 

pimpinan manajerial dalam memengaruhi pemilihan kebijakan dan 

kapasitas organisasi; tata kelola yang bertumpu pada partisipasi, 

pluralisme, subsidiaritas, transparansi, akuntabilitas, keadilan, akses, 

kemitraan dan efisiensi (Rondinelli, Dennis A., 2006); serta kesiapan 

aparatur organisasi pemerintah, aspek ini termasuk pada kesiapan 

organisasi dan penilaian terhadap kesiapan infrastruktur, SDM dengan 

kompetensi digital, budaya atau nilai organisasi, serta kematangan 

regulasi (Putri et al., 2025; Rusmini et al., 2025; Adi Nugroho, 2023). 

Transformasi digital sektor publik sebagai perubahan strategis yang 

melibatkan berbagai unsur transformasi yang diadopsi dari sektor swasta, 

yaitu redesign proses, integrasi data, dan perubahan budaya organisasi 

serta hubungan dengan warga negara. Secara akumulatif, hasil dari 

transformasi digital dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu output 

mencangkup layanan baru, produk baru, dan proses baru; outcome yang 

meliputi peningkatan layanan, proses yang ditingkatkan, hubungan yang 

lebih baik, kebijakan, dan lingkungan digital; adapun impact yang ingin 

ditimbulkan adalah penciptaan nilai, perubahan organisasi, masyarakat 

digital, dan penekanan pada prinsip-prinsip demokrasi dimana 

masyarakat memiliki kedaulatan dalam berpartisipasi (Mergel et al., 

2019). 
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2.2.1 Teori Pelayanan Publik dalam Perspektif Administrasi Publik 

Guna memahami apa itu digitalisasi pelayanan publik, maka 

kembali kepada awal bagaimana reformasi pelayanan itu 

berlangsung yaitu dengan memahami kembali teori perkembangan 

administrasi publik sejak NPM dilakukan. Hal ini sebagai asumsi 

awal bahwa digitalisasi di dorong oleh  munculnya kesadaran 

bahwa birokrasi harusnya diatur dan dilaksanakan dengan 

menekankan pada efisiensi penyelenggaraan pelayanan publik 

dengan banyak biaya tak terduga yang muncul dan pendistribusian 

pelayanan yang merata berdasarkan pada prinsip-prinsip pelayanan 

bisnis. 

 

Tabel 2. Analisis Sintesis Kajian Teori 

Dimensi Teori Pendukung Fokus 

Analisis 

Efisiensi New Public 

Management,  Hood 

(1991) yang mencakup: 

1. mengurangi biaya 

administrasi; 

2. mempercepat 

pelayanan; 

3. mengukur kinerja 

berbasis data; 

Pengurangan 

biaya & 

waktu 

Kualitas 

layanan 

Public Service Theory, 

Denhardt&Denhardt 

(2000) diantaranya: 

1. Peningkatan 

partisipasi 

masyarakat citizen; 

2. Memperkuat 

demokrasi; 

3. Menjamin keadilan 

akses. 

Citizen-

centered 

service 
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Transformasi 

sistem 

Digital Era Governance, 

Dunleavy et.al (2006): 

1. Integrasi fungsi 

pemerintah; 

2. Layanan berbasis 

kebutuhan warga; 

3. Transformasi berbasis 

digital 

Integrasi & 

redesign 

proses 

Adopsi 

teknologi 

Technology Acceptance 

Model (TAM), Davis 

(1989): 

1. Kegunaan yang 

diterima 

2. Kemudahan 

Penggunaan yang 

diterima 

Diffusion and 

Innovation, Rogers 

(2003): 

Relative advantage; 

Compatibility; 

Complexity; Trialability; 

and Observability 

Penerimaan 

pengguna 

Keadilan Public Value, Moore 

M.H (1995): 

1. Manfaat yang 

diperoleh publik; 

2. Legitimasi sosial; 

3. Kepercayaan 

masyarakat. 

Digital Divide, Van Dijk 

(2006): 

1. Mengurangi 

kesenjangan; 

2. inkusifitas akses 

pelayanan, 

keterampilan dan 

penggunaan 

teknologi. 

Equity & 

akses 

Sumber: diolah oleh peneliti, 2026 

 

2.2.2 Faktor-Faktor Keberhasilan Inovasi Publik 

Salah satu bentuk pembaruan atau reformasi pada sektor pubik atau 

pemerintah adalah merubah fundamental sistem organisasi secara 

menyeluruh melalui transformasi yang ditujukan guna peningkatan 

efektivitas, efisiensi,dan kemampuan pemerintah dalam melakukan 

inovasi (Osborne dan Plastrik, 2000). Tujuan utama reformasi 
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digital di Indonesia adalah guna tercapainya tata kelola 

pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta 

pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya (Bappenas., 

2023). Tetapi dalam pelaksanaan inovasi menurut Osborne&Kerry 

tahun (2005) sering timbul sejumlah rintangan (obtacles) 

diantaranya tantangan birokrasi, tantangan internal organisasi, dan 

tantangan politik. Tetapi hal tersebut bukan berarti tidak ada solusi, 

mengutip Rogers, tahun (2003) terdapat lima karakteristik dalam 

mempengaruhi adopsi inovasi, diantaranya: 

1. Relative advantage atau Keunggulan relatif, yaitu menilai 

sejauh mana manfaat yang diberikan melalui praktik inovasi 

yang dilakukan sebelumnya, persepsi ini memungkinkan 

tingkat pengadopsian dalam studi pelayanan publik maupun 

digital (Awaludin et al., 2025). 

2. Compatibility atau Kompatibilitas, yaitu kesesuaian inovasi 

dengan nilai, pengalaman, dan kebutuhan. Hal ini 

mempengaruhi kesesuaian kebijakan baru dengan norma 

birokrasi dan preferensi warga, misalnya ketidaktepatan waktu 

pengguna dalam pelayanan antrean online karena 

keterhambatan akan pengetahuan layanan digital (Awaludin et 

al., 2025). 

3. Complexity atau kompleksitas, yaitu mengacu pada tingkat 

kesulitan terhadap pemahaman atau penggunaan inovasi, hal 

ini turut berimbang dengan kompleksitas yang tinggi 

menurunkan adopsi  & inovasi terutama ketika sistem yang 

digunakan menekankan pada keterampilan teknis ahli atau 

infrastruktur tambahan (Reuben, 2024). 

4. Trialability atau Triabilitas, yaitu pengujian skala kecil inovasi 

sebelum di praktikan secara penuh atau pengimplementasian 

secara luas pada publik dan pemerintahan nasional (Almutairi 

et al., 2022). 
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5. Observability atau Observabilitas, yaitu pengamatan secara 

komprehensif terkait hasil atau manfaat apa yang dihasilkan 

inovasi melalui pelayanan yang telah dilakukan. Adapun yang 

perlu ditekankan pada karakteristik ini adalah penguatan 

penilaian pelaksanaan dan atau pengkomunikasian pelaksanaan 

karena dampaknya yang cenderung terbatas (Reuben 2024; 

Almutairi et al., 2022). 

Sehingga pada studi ini perlu ditekankan pada aspek pelaksanaan 

dalam skala kecil atau pilot dalam mengukur efek atau dampak 

yang ditimbulkan dari inovasi yang dilakukan atau merujuk pada 

penilaian hasil pelaksanaan lapangan apakah suatu inovasi perlu 

diadopsi secara luas atau tidak untuk diadopsi. 

 

2.2.3 Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Digital  

Kualitas pelayanan publik merupakan konsep penting dalam kajian 

keilmuan administrasi negara yang digunakan untuk menilai sejauh 

mana layanan yang diberikan pemerintah mampu memenuhi 

harapan masyarakat (Denhardt & Denhardt, 2000). Dalam konteks 

digitalisasi, kualitas pelayanan publik tidak hanya diukur dari 

kecepatan dan efisiensi layanan, tetapi juga aksesibilitas, 

transparansi, dan kemudahan penggunaan layanan digital (Alves, 

J.N. et al, 2025; Nurany, 2025). 

 

Mengutip pendapat Parasuraman tahun (1991) dalam Primiani dan 

Ariani (2005), kualitas pelayanan publik di abstraksikan sebagai 

bentuk dari sikap, berhubungan dan tidak ekuivalen dengan 

kepuasan, yang membandingkan antara harapan (expectation) 

dengan kinerja (performance). Melalui Publikasinya yang berjudul 

SERVQUAL: A Multiple-Item Scale for Measuring Consumer 

Perceptions of Service Quality, Parasuraman et al (1988) 

mengajukan dimensi kualitas jasa, diantaranya: 
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1. Tangibles (bukti fisik), adalah fasilitas fisik berupa peralatan 

serta penampilan karyawan dalam melayani. 

2. Reliability (reliabilitas atau keandalan), adalah kemampuan 

pemberi layanan untuk memberikan pelayanan yang benar, tepat 

waktu dan dapat diandalkan.  

3. Responsiveness (responsifitas atau daya tanggap), adalah 

kesediaan untuk membantu dan memberikan pelayanan yang 

cepat.  

4. Assurance (jaminan), adalah kesediaan dan kesiapan birokrat 

untuk memberikan pelayanan.  

5. Emphaty (empati), adalah rasa peduli, perhatian secara pribadi 

yang diberikan saat memberikan pelayanan. 

Pelaksanaan pelayanan publik secara digital berpotensi 

memberikan berbagai dampak positif, antara lain peningkatan akses 

layanan, efisiensi sistem, serta penguatan surveillance pada sistem 

kesehatan masyarakat (Davis, 1989). Digitalisasi juga dapat 

meningkatkan kontinuitas pelayanan dan koordinasi antar tingkat 

layanan. 

 

Namun, beberapa studi juga menyoroti potensi dampak negatif 

apabila digitalisasi tidak dirancang dengan mempertimbangkan 

aspek pemerataan. Kesenjangan akses teknologi (digital divide) 

dapat memperburuk ketimpangan pelayanan, terutama bagi 

masyarakat di daerah terpencil, kelompok berpendapatan rendah, 

dan kelompok lanjut usia. Maka dari itu, evaluasi dampak 

digitalisasi pelayanan publik perlu mempertimbangkan dimensi 

efektivitas, efisiensi, keadilan, dan keberlanjutan. Mengutip Van 

Dijk tahun (2006), pengamatannya terkait pelayanan digital 

membagi kesenjangan digital menjadi beberapa tahap lapisan, yaitu 

motivasi, akses fisik, keterampilan, dan penggunaan yang 

berpengaruh pada penggunaan pelayanan publik digital. Adapun 

cara mengatasi kesenjangan digital tersebut dapat melalui perluasan 

akses perangkat (A. Harfouche, 2009), kebijakan infrastruktur 
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(Prabawa et al., 2023), desain dan layanan dukungan dengan 

membantu kelompok inklusi rentan dan meningkatkan take-up 

layanan digital (Dodel, 2024), dan Pendekatan Integratif antara 

penyedia infrastruktur, pelatihan keterampilan dan promosi 

penggunaan pelayanan (Harvey et al., 2023). 

 

2.3 Pelayanan Kesehatan Publik 

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 

yang mengatur tentang Pelayanan Publik mendefinisikan pelayanan 

publik sebagai rangkaian kegiatan pemenuhan kebutuhan akan pelayanan 

dasar berupa barang dan jasa publik yang dibutuhkan oleh masyarakat 

dan diselenggarakan oleh pemerintah sebagai upaya pemenuhan 

pelayanan. Dalam tanggungjawabnya memenuhi fungsi pelayanan, 

Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 

2018 tentang penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang 

kemudian ditetapkan sebagai Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 

tentang Penerapan SPM dengan menimbang pasal 18 ayat (3) Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah turut 

mengatur urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan 

dasar sektor publik diantaranya, pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum 

dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; 

ketentraman, perlindungan umum, dan ketertiban masyarakat; dan sosial. 

Melalui peraturan pelayanan yang ada baik pemerintah pusat maupun 

daerah memiliki tanggung jawab dalam pemberian pelayanan dan 

mendorong pembangunan dalam mendukung pemerataan pelayanan 

khususnya pelayanan kesehatan. Pada sektor kesehatan, pelayanan publik 

mencakup layanan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan atau 

paliatif yang diselenggarakan oleh pemerintah melalui fasilitas kesehatan 

publik sebagiamana tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 17 

Tahun 2023 tentang Kesehatan dan diturunkan melalui Peraturan Menteri 
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Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan 

Standar Pelayanan Minimal Kesehatan.  

Dalam perspektif administrasi publik, pelayanan publik merupakan dasar 

dari seluruh bentuk kegiatan dimana manajer publik berkerja. 

Memberikan pelayanan publik sebagai tindakan administratif publik 

diangap penting dalam menjalankan pemerintahan, sebab pemberian 

pelayanan publik yang berkualitas merupakan dasar sebagai penopang 

kesejahteraan masyarakat, sehingga peningkatan akan kualitas pelayanan 

publik sejalan dengan peningkatan kualitas hidup suatu masyarakat. 

Maka dari itu, penting bagi suatu negara atau pemerintah untuk 

menjamin mutu pelayanan publik yang berkualitas tinggi, efisien, 

berkelanjutan, dan responsif terhadap kebutuhan publik atau masyarakat 

(Silalahi, U., & Syafri, W. , 2015; Pollitt, C., & Bouckaert, G., 2003; 

Grubbs & Denhardt, 2000).  

Mengutip Abas tahun 2017 pelayanan publik memiliki fungsi sebagai 

pemerataan tingkat kesejahteraan sebagai upaya mendukung keadilan 

sosial di tengah masyarakat, serta suatu alat dalam membangun 

kepemimpinan berbasis kepercayaan terhadap publik. Sebagaimana 

Organization for Economic Co-operation Development yang kemudian 

disingkat OECD pada tahun 2000 menyatakan "Public service is a public 

trust. Citizens expect public servants to serve the public interest with 

fairness and to manage public resources properly on a daily basis. Fair 

and reliable public services inspire public trust and create a favourable 

environment for businesses, thus contribution to well-functioning 

marketsand economic growth" (Abas, 2017). 

Pelayanan publik di bidang kesehatan memiliki karakteristik khusus 

karena berkaitan langsung dengan hak dasar masyarakat, keselamatan 

manusia, serta pengelolaan sumberdaya dan data yang bersifat sensitif. 

Mengutip WHO Tahun 2007, sistem kesehatan adalah suatu sistem yang 

saling terkait dengan perangkat lainnya dan harus berfungsi bersama agar 

tercapai suatu efektivitas pelayanan kesehatan. Adapun blok 
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pembangunan sistem kesehatan terlepas dari pengorganisasian sistem 

tersebut, diantaranya:  

1. Penyediaan pelayanan kesehatan (Service Delivery), melalui 

intervensi kesehatan publik maupun swasta yang efektif, aman dan 

berkualitas bagi masyarakat yang membutuhkan, dengan 

meminimalisir pemborosan pada keran sumber daya yang dimiliki. 

2. Pengembangan tenaga kesehatan (Health workforce), membentuk 

suatu sistem kesehatan yang bekerja dengan cara yang responsif, adil, 

dan efisien untuk mencapai hasil kesehatan dengan 

mempertimbangkan ketersediaan sumber daya manusia dengan 

keadaan. Hal ini dimaksudkan supaya terbentuk jumlah dan komposisi 

staff yang memadai, terdistribusi secara merata yang memiliki 

keahlian, responsif, dan produktif. 

3. Pemberian sistem informasi kesehatan (Health information system), 

yaitu upaya dalam memastikan informasi yang andal dan tepat waktu 

tentang faktor penentu kesehatan, kinerja sistem kesehatan, dan status 

kesehatan. 

4. Ketersampaian barang publik kesehatan (Access to essential 

medicine), berupa produk medis, vaksin, dan teknologi dengan 

menjamin akan kualitas, keamanan, keampuhan, serta penggunaan 

yang berlandaskan sains dan hemat biaya. 

5. Mendorong pelaksanaan dan pengalokasian keuangan pembiayaan 

ksehatan (Financing), upaya ini dilakukan dengan cara memastikan 

masyarakat dapat menggunakan layanan yang dibutuhkan, dan 

terlindungi dari bencana keuangan atau kemiskinan yang terkait 

denngan keharusan membayar iuran kesehatan tersebut. 

6. Kepemimpinan dan tata kelola kesehatan (Leadership and 

Governance), hal ini mencakup memastikan adanya kerangka 

kebijakan strategis yang dipadukan dengan monitoring atau 

pengawasan, pembangunan koalisi atau mengkolaborasi setiap aktor 

yang terlibat, peyediaan  kerangka regulasi dan anggaran yang tepat, 

perhatian pada desain sistem, dan akuntabilitas. 
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Adapun tujuan yang diajukan pada blok pembangunan kesehatan tersebut 

sebagai upaya memperkuat sistem kesehatan baik secara level maupun 

kesetaraan dengan memberikan pelayanan yang responsif dengan 

memberikan perlindungan resiko sosial dan keuangan agar tercapai 

peningkatan efisiensi (WHO, 2007). Oleh karena itu, pelayanan 

kesehatan publik sangat ditentukan oleh kapasitas tata kelola 

pemerintahan, kebijakan yang berlaku, serta kesiapan organisasi dalam 

memberikan pelayanan.  

a. Akses Pelayanan Kesehatan 

Sebagai dukungan peningkatan kualitas pelayanan publik adalah 

dengan memberikan masyarakat kemudahan dalam  akses pelayanan 

sebagai upaya mendorong sistem kesehatan. Adapun hal ini sejalan 

dengan konsep penjaminan akses pelayanan kesehatan yang promotif, 

preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang berkualitas tanpa kendala 

finansial sebagaimana ditawarkan oleh Jaminan Kesehatan Semesta 

oleh Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau Universal Health 

Coverage (UHC). Mengutip Andersen tahun (1995), terkait 

Behavioral Model and Access To Medical Care mengamati faktor 

akses pelayanan kesehatan tidak terbatas pada faktor kebutuhan dasar 

dan sumber daya ekonomi, tetapi juga faktor persepsi dan preferensi 

individu. Adapun diantaranya yang termasuk tiga faktor yang 

ditawarkan menurut Andersen dalam (Simo et al., 2019) adalah 

sebagai berikut: 

1. Predisposting Factor (Faktor Predeposisi), faktor ini erat 

kaitannya dengan pemetaan kondisi atau karakteristik individu. 

Faktor ini mencakup usia, gender, pendidikan, status sosial, 

penilaian subjektif tentang kesehatan diri, dan budaya (termasuk 

sebelum diberikannya penanganan/ pelayanan yang memotivasi 

perubahan akan perilaku atau kondisi yang dialami). 

2. Enabling Factor (Faktor Pendukung), merupakan faktor 

lingkungan yang memfasilitasi sarana dan prasarana sehingga 

memungkinkan individu atau masyarakat untuk mengubah 
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perilaku kesehatan tertentu. Termasuk faktor ini diantaranya, 

pendapatan, asuransi, sarana fisik pelayanan kesehatan 

(konvensional dan digital), kebijakan kesehatan, serta 

kemampuan pribadi dalam bertindak. 

3. Needs Factor (Faktor Kebutuhan), merupakan kondisi yang 

mendasari secara fungsional dan pemenuhan langsung kebutuhan 

akan pelayanan kesehatan. Menurut Al-Shorbaji tahun (2022) 

kebutuhan pelayanan kesehatan dibagi menjadi dua aspek, yaitu 

berdasarkan apa yang dirasakan/ simtomp suatu penyakit atau 

kondisi guna memahami pencarian perawatan dan kepatuhan 

terhadap resimen medis; dan kebutuhan yang dievaluasi, hal ini 

berkaitan erat dengan jenis jumlah perawatan yanng diberikan 

setelah pasien datang ke penyedia pelayanan kesehatan. 

Selain faktor akses, adapun dimensi akses pelayanan kesehatan 

menurut  Penchansky & Thomas tahun (1981) yang membagi dimensi 

tersebut menjadi 5 bagian, diantaranya: 

1. Availability (ketersediaan layanan), dimensi ini berfokus pada 

volume dan jenis layanan yang ditawarkan dengan kebutuhan 

masyarakat atau pasien khususnya dengan mempertimbangkan 

aspek ketersediaan jumlah sumber daya pelayanan, misalnya 

fasilitas mencakup sistem perawatan pada waktu dan tempat yang 

relevan, ketersediaan tenaga kesehatan, dan ketersediaan peralatan 

dan obat yang diperlukan. 

2. Accessibility (aksesibilitas), dimensi ini memetakan pada konsep 

geografis atau hubungan spasial antara lokasi pelayanan dengan 

masyarakat penerima layanan untuk mencapai fasilitas pelayanan 

kesehatan yang tersedia.  Hal ini berkaitan dengan penilaian jarak, 

waktu tempuh, dan transportasi yanng digunakan menuju tempat 

layanan kesehatan. 

3. Affordability (keterjangkauan biaya), dimensi ini mengukur 

keterkaitan antara biaya pelayanan yang harus dikeluarkan dengan 

kemampuan ekonomi serta mekanisme pembiayaan pelayanan yang 
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termasuk asuransi atau program jaminan kesehatan bersubsidi yang 

memenaruhi penggunaan layanan. 

4. Acceptability (dapat diterima), pada dimensi ini mengamati 

kesesuaian nilai, keyakinan, dan harapan pasien dengan 

karakteristik penyedia dan layanan yang diberikan dan berpengaruh 

pada keputusan untuk menggunakan pelayanan yang ada. 

5. Accomodation (akomodasi layanan), hal ini mencakup tata kerja 

pelayanan dengan menilai kempuan dalam sistem manajerial 

pemberian pelayanan terkait dengan jadwal, pengaturan konsultasi 

pelayanan, dan proses pendaftaran yang memudahkan antara 

penyedia dan penerima layanan kesehatan. 

Mengutip pendapat Silalahi, U., & Syafri, W tahun (2015)  salah satu 

perwujudan tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik adalah 

kemampuan dalam penyediaan pelayanan akses yang berkeadilan 

dengan mendorong kesetaraan dan equity dalam pemberian layanan 

publik, dimana hal ini bertujuan dalam efisiensi pemberian pelayanan 

dan tercapainya pembangunan berkelanjutan dalam akses kesehatan 

pada tingkat nasional dengan akumulasi pemerataan pelayanan di 

tingkat daerah. 

 

2.4 Digitalisasi Pelayanan Kesehatan Publik  

a. Konsep Digitalisasi Pelayanan Kesehatan Publik 

Mengutip WHO tahun 2025 dalam sektor kesehatan, digitalisasi 

layanan publik sebagai bagian dari sistem kesehatan yang 

memanfaatkan perkembangan TIK, dikenal dengan istilah e-health 

services yang bertujuan untuk mempercepat akses, meningkatkan 

mutu layanan, dan memperkuat sistem kesehatan nasional yang 

berkelanjutan sesuai dengan sasaran SDGS (Suistainable Development 

Goals) ke tiga terkait "good health and well-being" tentang 

keterjaminan kehidupan sehat dan peningkatan kesejahteraan seluruh 

penduduk tanpa rentang batas usia pada tahun 2030 (Sastrawan, 

2025). 
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Melalui terbitannya yang berjudul Global diffusion of e-Health: 

Making universal health coverage achiveable tahun 2016 World 

Health Organization (WHO) mendefinisikan digital health sebagai 

penggunaan teknologi digital untuk mendukung kesehatan individu 

dan populasi, termasuk di dalamnya melalui jenis pelayanan digital 

berupa telemedicine, mobile health (mHealth), electronic health 

records, health information systems, serta pemanfaatan big data dan 

dalam kesehatan (Szijarto V., 2020). Pendekatan ini dipandang 

sebagai komponen penting dalam penguatan sistem kesehatan (health 

system strengthening), terutama di negara dengan keterbatasan sumber 

daya dan tantangan geografis. 

Dalam praktiknya, melaui berkas Classification of Digital Health 

Intervention Volume 1.0 digitalisasi pelayanan kesehatan mencakup 

berbagai tingkat intervensi, misalnya a. Intervensi kepada klien, klien 

merupakan anggotan masyarakat yang merupakan pengguna potensial 

atau pengguna pelayanan kesehatan saat ini, termasuk kegiatan 

promosi kesehatan, pun di dalamnya termasuk pengasuh klien yang 

menerima layanan kesehatan juga termasuk dalam kelompok ini; b. 

Intervensi untuk penyedia layanan kesehatan, termasuk dalam kategori 

ini adalah penyedia layanan kesehatan  atau disebut sebagai anggota 

tenaga kerja kesehata yang memberikan layanan kesehatan; c. 

Intervensi untuk pengelola sistem kesehatan atau sumber daya, yaitu 

mereka yang terlibat dalam pemberian administrasi serta pengawas 

sistem kesehatan masyarakat. Intervensi ini erat kaitannya dengan 

fungsi manajerial yang terkait dengan manajemen rantai pasokan, 

pembiayaan, dan manajemen sumber daya manusia; dan d. Intervensi 

untuk layanan data, termasuk di dalamnya merupakan fungsionalitas 

lintas sektor untuk mendukung berbagai kegiatan yang berkaitan 

dengan pengumpulan, pengelolaan, penggunaan dan pertukaran data.  

Lebih lanjut, melalui dokumen Recommendations on Digital 

Interventions for Health System Strengthening menerangkan bahwa 
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pengadopsian digital dalam pelayanan publik harus berbasis pada 

bukti (based on evidence), kontekstual, serta perlunya pengaplikasian 

dalam skala kecil dengan evaluasi yang tersistemasi sebelum akhirnya 

di adopsi secara luas (WHO, 2019). Tingkat keberhasilan digitalisasi 

sangat dipengaruhi oleh kesiapan infrastruktur, regulasi, sumber daya 

manusia, serta penerimaan pengguna (Maaß et al., 2023; Kaboré et al., 

2022). Pendekatan ini menunjukkan bahwa pengamatan digitalisasi 

pelayanan kesehatan merupakan bentuk kebijakan berbasis sistem 

(system-based policy approach) bukan sebatas pada pengembangan 

atau pengadopsian teknologi secara menyeluruh. Berdasarkan hal 

tersebut, dalam komitmennya mendukung pemenuhan dan pemerataan 

hak-hak kesehatan masyarakat global yang nantinya turut 

mempengaruhi keputusan kesehatan nasional Indonesia diantaranya 

terdapat empat tujuan strategis digitalisasi kesehatan, yaitu mendorong 

kolaborasi global dan memajukan transfer pengetahuan tentang 

kesehatan digital sebagai upaya memajukan strategi implementasi 

kesehatan digital nasional, memperkuat tata kelola kesehatan digital di 

tingkat global/ regional/ dan nasional, serta mendukung sistem 

kesehatan yang berpusat pada masyarakat dan didukung oleh 

kesehatan digital (WHO, 2020-2025). 

Di Indonesia, Kementerian Kesehatan melalui terbitan tahun 2022, 

fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia masih mengalami kendala 

digital, misalnya 80% fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia 

belum tersentuh teknologi digital, memiliki data yang terfragmentasi 

(tersebar) pada ratusan aplikasi kesehatan yang variatif, serta masih 

terbatasnya regulasi dalam hal standarisasi, perlindungan, dan 

interoperabilitas data. Melalui transformasi kesehatan sebagaimana 

dilaporkan dalam laporan kinerja Kementerian Kesehatan Republik 

Indonesia dalam teks Transformasi Kesehatan Mewujudkan 

Masyarakat Indonesia Sehat dan Unggul, terdapat enam pilar 

transformasi kesehatan, yaitu: 



30 
 

1. Transformasi Pelayanan Primer, pilar transformasi ini memberi 

perhatian pada jejaring layanan primer yang terdiri dari jejaring 

layanan primer yang terdiri dari Puskesmas, Poosyandu Prima, 

Posyandu, dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat. 

2. Transformasi Layanan Rujukan, upaya yang dilakukan dalam 

mentransformasi layanan rujukan adalah dengan menyasar 

jejaring layanan rujukan dan transformasi rumah sakit vertikal 

dalam rujukan pelayanan dari pelayanan pertama/ primer. 

3. Transformasi Sistem Ketahanan Kesehatan, yaitu berupaya dalam 

mendorong kemandirian industri farmasi dan alat kesehatan 

dalam negeri, serta tenaga cadangan. 

4. Transformasi Sistem Pembiayaan, dengan mendorong program 

terkait penilaian pembiayaan kesehatan berupa National Health 

Account, Annual Review Tariff, Health Technology Assessment, 

dan Konsolidasi Pembiayaan Kesehatan. 

5. Transformasi Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan, melalui 

program Kementerian Kesehatan dalam peningkatan jumlah 

angkatan kerja kesehatan, pemerataan tenaga kesehatan, dan 

peningkatan mutu atau kualitas tenaga kesehatan. 

6. Transformasi Teknologi Kesehatan, berupa program yang 

meliputi rekam medis elektronik, dan biomedical and genome 

scince initiative (BGS-I). 

Adapun tujuan transformasi di atas adalah suatu upaya pemerintah 

dalam hal ini Kementerian Kesehatan dalam mewujudkan masyarakat 

Indonesia yang sehat, mandiri, produktif, dan berkeadilan (Kemenkes, 

2023). Salah satu komitmen transformasi digital dalam pemberian 

pelayanan publik oleh pemerintah melalui Kementerian Kesehatan 

yaitu dengan membentuk Digital Transformation Office (DTO) 

dengan mengadopsi prinsip start-up, sistem ini melaksanakan 

pengintegrasian data kesehatan berbasis individu dengan 

pengintegrasian data secara nasional dalam pelayanan kesehatan 
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sebagai upaya inegrasi satu data yang mendukung Sistem 

Pemerintahan Bebasis Elektronik (Ramadhan & Tricahyono, 2025). 

 

b. Teori Adopsi Teknologi Pelayanan Kesehatan Publik 

Kajian terkait digitalisasi pelayanan kesehatan publik banyak merujuk 

pada teori adopsi dan penerimaan teknologi dari bidang sistem 

informasi dan perilaku organisasi. Teori yang terkait dalam hal ini 

diantaranya dijabarkan sebagaimana berikut. 

1. Diffusion of Innovation, teori yang diajukan Everett Rogers 

Tahun (2003) ini membantu dalam memahami dinamika adopsi 

teknologi di fasilitas kesehatan pemerintah yang memiliki kondisi 

kesiapan organisasi yang berbeda dengan mengklasifikasikan 

adopter ke dalam beberapa kategori, innovators, early adopters 

(pemimpin proaktif), early majority (konservatif tetapi terbuka), 

late majority (skeptis dan ikut-ikutan), dan leggarrds (absolut 

konservatif atau anti perubahan). 

2. Technology Acceptance Model (TAM), yang dikembangkan oleh 

Davis tahun (1989) dimana model ini digunakan dalam pedekatan 

kuantitatif dalam mengukur penerimaan pengguna dalam 

pelayanan dengan keyakinan bahwa sistem digital memberikan 

peningkatan kinerja dan tidak menambah beban kerja secara 

signifikan. 

3. Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT), 

model ini dikembangkan oleh Venkatesh et al. tahun (2003) 

dengan empat determinan pendekatan utama terkait performance 

expectacy, effort expectacy, social influence, dan faciliating 

conditions. Model ini menilai bahwa dukungan kebijakan, 

pelatihan, infrastruktur TIK, dan kepemiminan memiliki peran 

signifikan dalam menentukan keberhasilan implementasi sitem 

digital kesehatan. 

4. Pendekatan Sosioteknis dan Berkelanjutan Implementasi, berupa 

NASSS (Non-adoption, Abondonment, Scale-up, Spread, and 
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Sustainability) yang dikembangkan oleh Greenhalgh et al., tahun 

(2017). Pendekatan ini mengajukan tujuh domain dalam penilaian 

keberhasilan implementasi teknologi kesehatan, yaitu: kondisi 

klinis, teknologi, proposisi nilai, adopter, organisasi, sistem 

eksternal (kebijakan/regulasi), dan dinamika perubahan 

berkelanjutan. NASSS menyampaikan bahwa tingginya 

kompleksitas satu domain dapat menyebabkan kegagalan adopsi 

atau penggunaan. 

Berdasarkan kajian literatur di atas, digitalisasi dapat dipahami secara 

multilevel: level mikro (individu) mencakup Teori TAM dan UTAUT, 

level Meso (organisasi) melalui teori Diffusion of Innovations, dan 

level Makro (sistem) melalui teori NASSS. 

 

2.4.1 Kajian Tipologi Digitalisasi Pelayanan Kesehatan 

Berdasarkan data Global diffusion e-health WHO pada tahun 2016, 

bentuk dan model digitalisasi pelayanan kesehatan, diantaranya: 

1. Telemedicine  

Telemedicine atau telehealth merupakan penyediaan layanan 

kesehatan jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi 

komunikasi dan informasi (Alexandra et al., 2021). Layanan ini 

mencakup konsultasi medis, diagnosis, pemantauan pasien, serta 

rujukan antar fasilitas kesehatan. Di Indonesia, telemedicine 

awalnya difokuskan pada layanan antar fasilitas kesehatan, 

terutama untuk mendukung daerah terpencil yang kekurangan 

tenaga spesialis. Pelayanan ini memiliki karakteristik konsultasi 

video antara pasien dengan dokter; teleradiologi dan 

telekonsultasi antar tenaga medis; dan pemantauan pasien jarak 

jauh. Pelayanan telemedicine dalam pelaksanaannya diatur 

dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 20 

Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Telemedicine 

Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan. 
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2. mHealth (Mobile Health) 

Merujuk pada penggunaan perangkat seluler seperti smartphone 

dan tablet untuk mendukung promosi kesehatan, pencegahan 

penyakit, pemantauan kondisi kesehatan, dan manajemen 

penyakit kronis. Contoh implementasi mHealth meliputi aplikasi 

pemantauan tekanan darah, pengingat minum obat, edukasi 

kesehatan ibu dan anak, serta pelaporan kesehatan masyarakat. 

Model pelayanan kesehatan yang diberikan bersifat preventif 

(pengingat pasien untuk vaksinasi atau melakukan tindakan 

tertentu terkait kondisi tertentu), kuratif (berupa konsultasi 

online), dan promotif (bersifat edukatif dan memberikan 

stimulus dalam menjaga dan mengatur pola hidup sehat). 

Pelayanan ini cenderung riskan pada keamanan data karena 

sifatnya mobile dan pelaporan data pribadi, sehingga model ini 

memiliki dasar hukum pelayanan yang telah disesuaikan dengan 

perlindungan data pribadi melalui Undang-undang Nomor 27 

Tahun 2022. 

3. Rekam Medis Elektronik (RME) 

Rekam medis elektronik dan sistem informasi kesehatan 

berfungsi untuk mendukung pencatatan, penyimpanan, dan 

pertukaran atau data kesehatan secara digital. Sistem ini 

berperan penting dalam meningkatkan kontinuitas pelayanan, 

efisiensi kerja tenaga kesehatan, serta kualitas pengambilan 

keputusan klinis dan manajerial. Model ini diregulasi melalui 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 Tentang 

Rekam Medis elektonik. Menurut Brands dalam Sahid tahun 

2026, adapun manfaat yang muncul dari penerapan sistem ini 

berupa penurunan tingkat kunjungan pasien gawat darurat 

maupun rawat inap, karena terciptanya komunikasi yang intensif 

antara pasien dengan tenaga kesehatan. 

4. Sistem Informasi Kesehatan 



34 
 

Sistem Informasi Kesehatan digitalisasi juga mencakup sistem 

surveilans penyakit, pelaporan kasus, sistem imunisasi 

elektronik, dashboard pemantauan kesehatan populasi, 

pembiayaan, dan manajemne SDM Kesehatan. Sistem ini sangat 

penting dalam konteks pelayanan kesehatan publik karena 

mendukung deteksi dini wabah, perencanaan program 

kesehatan, dan evaluasi kebijakan berbasis data. Berdasarkan 

laporan cetak biru tehadap transformasi digital kesehatan 

Indonesia yang diterbitkan Kementerian Kesehatan (2022), 

model pada sistem ini merupakan terintegrasi nasional, berbasis 

layanan modular, serta data besar dalam analitik kesehatan. 

Jenis atau model ini diatur pula melalui regulasi transformasi 

kesehatan tersebut. 

 

2.4.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Digitalisasi 

Pelayanan Sektor Publik 

Digitalisasi pelayanan kesehatan sebagai proses integrasi teknologi 

informasi dan komunikasi dalam sistem layanan kesehatan sebagai 

upaya peningkatan efiseiensi, aksesibilitas, kualitas pelayanan dan 

keselamatan pasien. Transformasi ini mencakup penerapan model 

digital pelayanan yang ditawarkan oleh WHO dan dikembangkan 

sesuai dengan kebutuhan akan tuntutan kesehatan di masing-

masing negara. Menilai keberhasilan penyelenggaraan 

pemerintahan tentang pelayanan digital khususnya kesehatan dibagi 

menjadi faktor yang saling terkait, baik pada aspek perkembangan 

teknologi, kesiapan organisasi, sumber daya manusia, regulasi, 

maupun sosial (WHO, 2020; Kemenkes, 2023). 

1. Faktor teknologi, faktor teknologi merupakan faktor utama 

pendorong terciptanya reformasi digital pelayanan publik 

khususnya dalam bidang pelayanan kesehatan. Infrastruktur 

meliputi ketersediaan jaringan internet yang stabil, perangkat 

keras (hardware), perangkat lunak (software), keamanan sistem, 
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serta interoperabilitas antar sistem. Keterbatasan konektivitas 

dan sistem yang tidak terintegrasi sering menjadi hambatan 

utama dalam pemanfaatan teknologi digital di fasilitas 

pelayanan kesehatan, karena sulitnya akses internet sehingga 

pelayanan digital sulit untuk direalisasikan.  

2. Faktor sumber daya manusia, kemampuan dan literasi digital 

tenaga kesehatan berperan penting dalam keberhasilan 

digitalisasi. Kompetensi penggunaan teknologi pada tenaga 

kesehatan sangat menentukan arah keberhasilan implementasi 

pelayanan. Dalam area pelayanan digital, kemampuan teknis 

bukan menjadi faktor tunggal penentu, tetapi termasuk di 

dalamnya pola perilaku terhadap pemanfaatan teknologi turut 

mendorong dan diatur dalam pelayanan kebijakan berbasis 

digital. Kurangnya pelatihan, resistensi terhadap perubahan, dan 

beban kerja tambahan sering kali memengaruhi tingkat adopsi 

digital. Oleh karenanya, peningkatan literasi pada tenaga medis 

dan administrasi perlu untuk ditingkatkan karena dianggap 

sebagai garda terdepan dalam pelayanan kesehatan publik. 

3. Faktor kepemimpinan dan manajerial, komitmen pimpinan 

dalam mendukung transformasi kebijakan memiliki pengaruh 

yang cukup besar. Kepemimpinan yang visioner mampu 

mendorong perubahan nilai dan budaya organisasi, memastikan 

alokasi sumber daya, pengawasan sistem implementasi digital 

yang berkelanjutan, serta kemampuannya dalam pengambilan 

keputusan melalui mass informasi data digital kesehatan turut 

mempengaruhi bagaimana arah sutau program atau kebijakan 

akan berjalan melalui birokrasi di bawahnya. 

4. Faktor regulasi dan kebijakan, kerangka regulasi yang jelas 

terkait praktik digital kesehatan, perlindungan data pasien, serta 

akuntabilitas layanan menjadi prasyarat utama keberlanjutan 

digitalisasi pelayanan kesehatan publik. Sehingga pemerintah 

sebagai fungsinya dalam penyedia perlindungan hukum atau 
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penegakan keadilan adalah memberikan rasa aman dalam 

pelayanan melalui payung hukum terkait perlindungan data 

pasien, interoperabilitas sistem, standar keamanan informasi, 

serta tata kelola e-health lainnya. Kebijakan transfromasi digital 

kesehatan di Indonesia merupakan bagian dari agenda nasional 

terkait sistem reformasi kesehatan, itu sebabnya kebijakan yang 

jelas dan tidak tumpang tindih membantu dalam pelaksanaan 

pelayanan serta adopsi teknologi fasilitas layanan kesehatan 

yang optimal.  

5. Faktor pendanaan dan investasi, pada tahap awal digitalisasi 

pelayanan kesehatan memiliki modal awal investasi yang cukup 

besar, termasuk di dalamnya pengadaan peralatan penunjang 

sistem, pelatihan untuk meningkatkan kapasitas SDM, serta 

dana pemeliharaan infrastruktur digital yang tidak bisa 

dikatakan sedikit. Fasilitas kesehatan sering mengalami kendala 

pelayanan karena minimnya fasilitas akibat terbatasnya 

dukungan anggaran dalam penyediaan teknologi yang 

dibutuhkan dalam pelayanan. Dukungan pembiayaan melalui 

pemerintah, sektor swasta, maupun skema pembiayaan 

kemitraan dianggap mampu mempercepat transformasi digital. 

6. Faktor keamanan privasi dan data pribadi, data kesehatan pasien 

merupakan informasi sensitif, karena di dalamnya merupakan 

data pribadi terkait identitas dan kondisi pasien. Ancaman 

kebocoran data dan serangan siber menjadi perhatian utama 

dalam sistem digital. Selain itu, penerapan sistem keamanan 

siber (cyber security), enkripsi data, serta kepatuhan terhadap 

perlindungan data sangat diperlukan untuk membangun 

kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan digital 

(McCoy, 2025). 

7. Faktor interoperabilitas sistem, interoperabilitas merupakan 

kemampuan individu, kelompok atau organisasi dalam berbagi 

informasi kesehatan untuk saling terhubung dan bertukar data 
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secara aman dan efektif. Secara umum faktor ini mengarah pada 

pengintegrasian data pasien dengan laporan terpadu dalam 

penggunaan layanan kesehan sehingga memudahkan pemberi 

layanan untuk mengetahui apa dan bagaimana penanganan 

pasien berdasarkan data kesehatan yang telah dimiliki sehingga 

tercipta  ekosistem kesehatan digital yang terintegrasi. 

8. Penerimaan masyarakat dan pasien, penerimaan masyarakat 

akan pelayanan digital turut mempengaruhi tingkat keberhasilan 

implementasi. Faktor seperti tingkat literasi digital, kepercayaan 

terhadap teknologi, serta kemudahan penggunaan aplikasi 

kesehatan menentukan model adopsi layanan digital (BPS, 

2024). Edukasi kepada masyarakat menjadi langkah penting 

untuk meningkatkan pemanfaatan teknologi layanan kesehatan. 

 

2.5 Tata Kelola Digital dan Peran Pemerintah  

Mengutip Meijer Tahun (2015), digitalisasi pelayanan publik bukan 

hanya pengadopsian secara menyeluruh teknologi ke dalam tubuh 

birokrasi pemerintahan, tetapi transformasi  memiliki kaitan erat antara 

pemerintah dan warga. Analisis Meijer mengungkapkan bahwa 

digitalisasi mendorong bentuk baru tata kelola publik yang berbasis pada 

transparansi pelayanan, kolaborasi jaringan (networked governance) dan 

data-driven making. Dimana berlandaskan analisis tersebut pemerintah 

dalam era digital memiliki fungsi tambahan sebagai platform organizer, 

bukan hanya terbatas pada pemberian layanan. Lebih lanjut, pemerintah 

memiliki peranan dalam penyediaan infrastruktur digital, regulasi, dan 

standar interoperabilitas yang memungkinkan aktor swasta, komunitas 

dan masyarakat berpartisipasi dalam penyediaan layanan. Dalam 

kacamata pelayanan kesehatan, hal ini merujuk pada integrasi sistem 

pelayanan digital kesehatan, pemanfaatan big data untuk perencanaan 

kesehatan, pelibatan lintas sektor dalam mendukung inovasi, dan 

penguatan transparansi data kesehatan publik. Adapun secara normatif 
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tata kelola digital perlu memperhatikan beberapa aspek berupa legitimasi 

demokratis, akuntabilitas, dan perlindungan data pribadi. 

Dalam pendekatan teori administrasi publik, transformasi digital 

memiliki relevansi dengan model tata kelola era digital atau Digital Era 

Governance (DEG) yang diperkenalkan oleh Dunleavy pada tahun 2005 

melalui artikelnya yang berjudul New Public Management is Dead - 

Long Live Digital-Era Governance sebagai bentuk kritik terhadap 

paradigma New Public Mnagement (NPM) yang menekankan pemecahan 

birokrasi, kompetisi, dan kontraktual pelayanan publik. Melalui 

pemikirannya, Dunleavy (2005) berpendapat bahwa era digital 

mendorong integrasi fungsi pemerintah melalui tiga karakteristik utama, 

diantaranya: 

1. Reintegration, pengurangan fragmentasi birokrasi melalui integrasi 

layanan dan data; 

2. Needs-based holism, pelayanan publik dirancang berbasis pada apa 

yang dibutuhkan masyarakat, bukan struktur organisasi; 

3. Digitazion changes, teknologi digital merupakan fondasi utama tata 

kelola dan penyampaian layanan. 

 

Melalui dua pendekatan teori di atas, digitalisasi pelayanan kesehatan 

merupakan bentuk transformasi tata kelola publik yang memerlukan 

pendekatan sistemik. Digitalisasi memiliki pengaruh  dalam 

mengintegrasikan kembali layanan publik yang dilakukan pemerintah 

sehingga peran pemerintah bergeser pada pelaksana dan pendorong 

perubahan jaringan. 

Pada studi tata kelola di Indonesia, tidak terlepas kaitannya dengan 

reformasi secara menyeluruh birokrasi melalui Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PAN-

RB) Nomor 18 Tahun 2021 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi dan 

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan 

Berbasis Elektronik (SPBE).   
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Melalui laporan Bappenas 2023, menegaskan bahwa transformasi digital 

pemerintah merupakan prioritas nasional dalam kerangka SPBE dan 

transformasi digital sektor publik. Terdapat prinsip pelaksanaan tata 

kelola digital pemerintah menurut Bappenas, yaitu integrasi dan 

interoperabilitas data nasional, arsitektur sistem pemerintahan berbasis 

elektronik yang terstandar, keamanan siber dan perlindungan data 

pribadi, pendekatan Government as a Platform (GaaP), dan kolaborasi 

lintas kementerian/ lembaga pemerintah daerah. Pada sektor kesehatan, 

peta jalan ini tercermin dari integrasi platform kesehatan nasional berupa 

Satu Data atau Satu Sehat sebagai penguatan data kesehatan terpusat, dan 

pengembangan ekosistem layanan digital yang mendukung pencapaian 

pelayanan kesehatan universal. 

 

2.6 Kerangka Pikir 

Kerangka pemikiran penelitian ini dibangun berdasarkan perspektif 

administrasi publik yang memandang digitalisasi pelayanan kesehatan 

sektor publik sebagai proses transformasi pelayanan yang melibatkan 

aspek teknologi, tata kelola, kesiapan organisasi, dan kualitas pelayanan 

publik. Digitalisasi pelayanan kesehatan publik dipahami sebagai 

intervensi, diantaranya mencakup berbagai bentuk teknologi digital yang 

implementasinya dipengaruhi oleh faktor teknologi, sumber daya 

manusia, organisasi, regulasi, dan faktor sosial. 

Implementasi digitalisasi tersebut selanjutnya menghasilkan berbagai 

outcome, seperti peningkatan akses layanan, peningkatan mutu 

pelayanan, efisiensi sistem, kepuasan pengguna, serta dampak terhadap 

keadilan pelayanan kesehatan. Kerangka pemikiran ini bertujuan untuk 

memberikan pemahama konseptual yang komprehensif mengenai 

digitalisasi pelayanan kesehatan sektor publik sebagai dasar analisis dan 

rekomendasi kebijakan. 

Melalui pendekatan metode Scoping Review, penelitian ini memetakan 

literatur ilmiah mengenai digitalisasi pelayanan kesehatan sektor publik. 
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Hasil pemetaan tematik tersebut kemudian disintesis untuk 

mengidentifikasi celah penelitian dan merumuskan implikasi kebijakan 

yang relevan bagi pemerintah, khususnya dalam pemberian pelayanan 

kesehatan berbasis digital yang merata di seluruh Indonesia dengan 

mendorong inklusifitas pelayanan kesehatan. 
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Gambar 5. Kerangka Berpikir 
Sumber : Diolah Peneliti, 2026 
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Studi literatur ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode 

scoping review, metode ini dipilih karena sumber referensi yang peneliti 

gunakan bervariatif berasal dari berbagai artikel terkait digitalisasi 

pelayanan kesehatan di Indonesia. Scoping review yaitu penelitian yang 

bertujuan untuk memetakan literatur dalam hal volume, sifat dan 

karakteristik, meringkas dan menyebarluaskan temuan penelitian, serta 

mengidentifikasi kesenjangan penelitian yang ada (Arksey & O’Malley, 

2005). Scoping review bertujuan untuk menjawab pertanyaan dari topik 

penelitian yang telah ditentukan dengan menggunakan berbagai sumber 

artikel penelitian serupa lalu dikelompokkan dan membuat kesimpulan. 

Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi konsep 

utama, kecenderungan kajian, serta celah penelitian (research gap) dalam 

literatur yang masih berkembang dan beragam. Tujuan dari metode ini 

adalah mengklasifikasi ukuran dan cakupan literatur yang tersedia 

dengan memberikan fokus area kepada peneliti berikutnya, sehingga 

menghasilkan potensi implikasi praktis dan riset data sekunder (Heryana. 

A., 2021).  

 

Mengutip Tricco et al., 2018, tinjauan sistematis melalui scoping 

digunakan untuk menjawab pertanyaan yang lebih spesifik berdasarkan 

kriteria minat tertentu dan sebagai latihan yang menghasilkan bukti 

pemetaan pengetahuan. Dalam penelitian literature review peneliti 

melakukan sintesis tematik yang disusun berdasarkan pada hasil 

penelitian terdahulu agar dapat digunakan oleh pembaca untuk 

mendapatkan ringkasan teori dan temuan-temuan non-empiris terkait 

dengan topik yang diteliti (Cisco, 2014). Menurut Mardalis tahun (1999) 
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teknik penumpulan data dalam penelitian kepustakaan berupa 

pengumpulan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam 

material yang ada seperti dokumen, buku, majalah, historiografi, dan 

sebagainya (Mirzaqon, 2017). Pelaksanaan scoping review  dalam 

penelitian ini mengacu pada pedoman PRISMA-ScR (Preferred 

Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses Extension for 

Scoping Reviews). Pedoman ini digunakan untuk memastikan bahwa 

proses identifikasi, dan analisis literatur dilakukan secara sistematis, 

transparan dan dapat ditelusuri  (Tricco et al., 2018). Penggunaan 

PRISMA-ScR dalam penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menilai 

kualitas statistik atau efektivitas intervensi, melainkan untuk memberikan 

kerangka metodologis yang jelas dalam pemetaan literatur digitalisasi 

pelayanan kesehatan sektor publik. 

 

3.2 Sumber dan Jenis Literatur 

Penelitian ini merupakan penelitian sekunder (secondary research) yaitu 

peneliti melakukan analisis terhadap data sekunder atau literatur rujukan 

yang telah ada berupa artikel ilmiah pada jurnal open access baik 

berbahasa Indonesia maupun berbahasa Inggris. Keterbukaan akses 

dalam pemilihan artikel yang dikaji dilakukan untuk mempermudah 

proses verifikasi dan replikasi. Data yang digunakan dalam penelitian, 

diantaranya bersumber dari database pencarian literatur utama yaitu 

Google Scholar,PubMed dan DOAJ (Directory Oapen Access Journal). 

Adapun penggunaan alat bantu pencarian literatur berupa Harzing 

Publish or Perish yang melakukan eksplorasi data pada Google Scholar 

dan Dimensions dengan melakukan eksplorasi data literatur agar tercapai 

secara efektif dan efisien.  

 

3.3 Kriteria Inkslusi dan Ekslusi 

Kriteria inklusi merupakan penjelasan dari faktor yang dipilih penulis 

untuk memasukkan artikel untuk dilakukan review. Sedangkan kriteria 
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eksklusi merupakan penjelasan faktor penulis untuk memutuskan bahwa 

artikel dalam pencarian tidak termasuk dalam artikel yang akan direview 

(Ulhaq, dkk. 2020). Kriteria artikel yang akan direview adalah artikel 

penelitian tentang digitalisasi pelayanan sektor publik. Artikel penelitian 

yang ditemukan sesuai dengan kata kunci selanjutnya dilakukan skrining, 

dilihat abstrak, kemudian dibaca artikel full text atau keseluruhan. Artikel 

yang sesuai dengan kriteria inklusi dan terdapat tema pelayanan 

kesehatan sektor publik, faktor-faktor yang memengaruhi implementasi 

pelayanan kesehatan digital di Indonesia, digitalisasi pelayanan 

kesehatan (telemedicine, e-health, mhealth, dan sebagainya), dan atau 

tata kelola digital kesehatan. Serta pada kriteria Eksklusi, terdapat kriteria 

berupa artikel yang membahas terkait pelayanan kesehatan non-digital, 

artikel klinis tanpa adanya relevansi kebijakan, dan artikel opini atau esai 

tanpa dasar metodologi yang jelas. 

 

Tabel 3. Kriteria Inklusi dan Eksklusi Penelitian 

Kriteria Inklusi Ekslusi 

Fokus studi Pelayanan dan tata 

kelola digitalisasi 

kesehatan publik di 

Indonesia 

Pelayanan kesehatan 

konvensional, dan 

pelayanan kesehatan 

swasta 

Metode 

studi 

rujukan 

RCT, kuasi-

eksperimental, 

observasional, metode 

campuran, analisis 

kebijakan, laporan 

implementasi 

Komentar, Opini,dan 

buku 

Bahasa  Bahasa Inggris dan 

Bahasa Indonesia 

Selain bahasa inggris 

dan bahasa indonesia 

Tahun 

terbit 

2015-2025 Sebelum 2015 

Tersedianya Teks lengkap dapat 

diakses 

Tidak lengkap dan 

tidak dapat diakses. 

Sumber: diolah oleh peneliti, 2026 

Strategi yang digunakan dalam mencari artikel menggunakan framework 

PCC 

a. Population, populasi merupakan kelompok, subjek atau masalah yang 

ingin diteliti untuk dianalisis dalam penelitian; 
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b. Concept, konsep merupakan gagasan, fenomena atau topik utama 

yang ingin dikaji atau dilakukan penelitian; 

c. Context, konteks berupa situasi, lingkungan geografi, atau pengaturan 

yang relevan dengan penelitian. 

 

Penelitian ini menggunakan kerangka kerja PCC dengan tema digitalisasi 

pelayanan kesehatan sektor publik dan implikasinya bagi sistem 

pelayanan kesehatan nasional. Kerangka kerja PCC (Population, 

Concept,dan Context) adalah alat bantu sistematis yang digunakan untuk 

merumuskan pertanyaan penelitian dan menentukan kriteria kelayakan 

artikel-artikel yang akan digunakan dalam scoping review (Peters et al., 

2015). Pendekatan ini membantu peneliti dalam menyaring dan memilih 

literatur yang relevan dengan tujuan penelitian, melalui format sebagai 

berikut: 

Tabel 4. Framework PCC dalam strategi pencarian artikel 

Komponen Deskripsi 

Population Lembaga pelayanan kesehatan publik, tenaga 

kesehatan, dan masyarakat pengguna layanan 

kesehatan di Indonesia 

Concept Model digitalisasi pelayanan kesehatan di Indonesia 

(Telemedicine, mHealth, Rekam Medis Elektronik, 

Sistem Informasi Kesehatan, digital suveillans) 

Context Sistem pelayanan kesehatan publik di Indonesia 

Sumber: diolah oleh peneliti, 2026 

 

Pengadopsian PRISMA Flowchart untuk mengambarkan secara detail 

dan transparan proses identifikasi literatur PRISMA. PRISMA atau 

merupakan Preferred Reporting Items for Systemtic Review and Meta-

Analyses, dikembangkan untuk membantu penulis dalam melaporkan 

seleksi literatur. PRISMA dinilai tepat digunakan, karena dalam 

penggunaanya dapat meningkatkan kualitas pelaporan publikasi (Peters 

et al., 2015). 

 

Pencarian Literatur dilakukan dengan menggunakan kata kunci berbahasa 

Inggris dan bahasa Indonesia pada setiap pencarian pada sumber literatur 
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yang dikombinasikan melalui operator Boolean (AND, & , OR). Kata 

kunci utama yang digunakan utama yang digunakan, diantaranya "digital 

health service" OR "telemedicine" OR "e-health" OR "mhealth" OR 

"ehr" OR "integrated healthcare" AND "public health service" OR 

"healthcare system" OR "health service delivery" AND "Indonesia", 

sedangkan kata kunci utama berbahasa Indonesia menggunakan 

kombinasi berupa "digitalisasi pelayanan kesehatan" OR "Rekam Medis 

Elektronik" OR "telemedicine" AND "digitalisasi pelayanan publik" OR 

"tata kelola digital" OR "tata kelola publik" OR "inovasi tata kelola". 

Strategi pencarian ini bertujuan untuk memperoleh literatur yang relevan 

dan mencakup berbagai perspektif kajian digitalisasi pelayanan kesehatan 

sektor publik. 
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Gambar 6.  Diagram PRISMA Flowchart 

Sumber: diolah peneliti, 2026 

 

3.4 Proses Pengumpulan Data 

Pada proses pengumpulan data, peneliti melakukan Screening terhadap 

artikel teks lengkap dan disaring oleh peneliti secara independen melalui 

alat penyaring data artikel berupa alat bantu berupa website Rayyan. 

Formulir bagan atau diagram digunakan untuk mengelola dokumentasi 

data yang diekstraksi dari studi yang disertakan. Formulir bagan 

Records database yang di 

dapat: 

Google Scholar melalui 

Harzing Publish or Perish, 

DOAJ, dan PubMed: 

(n=....) 

Jumlah artikel 

duplikat yang 

dikeluarkan 

(n=.....) 

Total artikel lulus duplikat 

dan sesuai berdasarkan 

judul 

(n=....) 

Artikel Eksclude 

 Bukan artikel penelitian 

(n=...) 

 Topik artikel tidak 

relevan (n=...) 

Jumlah artikel yang sesuai 

berdasarkan abstrak 

(n=....) 

Artikel yang dicari dan 

tidak dapat diakses (n=....) 

Artikel yang di dapat dan 

ditemukan teks lengkapnya 

(n=....) 

Eksklusi: 

 Lokasi studi tidak 

relevan (n=....) 

 Data artikel tidak 

mencukupi (n=...) 

Jumlah artikel layak untuk 

disintesis  

(n=....) 
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mencantumkan kriteria inklusi dan penjelasan mengapa studi yang 

dimasukkan atau dikecualikan pada tahap ini. Studi yang memenuhi 

kriteria inklusi dievaluasi secara kritis dengan meninjau judul publikasi, 

abstrak, dan dalam beberapa kasus mengeluarkan teks tidak lengkap/ 

tidak dapat diakses dengan teks lengkap. Kemudian peneliti melakukan 

penilaian kualitas terhadap artikel yang telah disaring guna 

mendeskripsikan karakteristik studi dalam data ekstraksi, diakhiri dengan 

publikasi yang menyediakan sampel untuk pengkodean. Sebagaimana 

diketahui tingkat presisi pencarian penelitian relatif rendah, 

menimbulkan sejumlah studi cenderung tidak relevan, sehingga peneliti 

menggunakan pencarian yang luas terhadap kode atau isi artikel dengan 

memastikan kelengkapan melalui peningkatan kemungkinan terhadap 

studi yang relevan. 

 

3.5 Sintesis 

 

Tahap sintesis dalam penelitian kepustakaan dilakukan dengan 

mengelompokkan dan mengorganisir data yang sudah diekstraksi. Tujuan 

dari tahap ini adalah untuk mempermudah analisis dan penyajian hasil 

penelitian. Pada tahap sintesis juga melibatkan analisis kualitatif, di mana 

peneliti melakukan analisis isi terhadap data yang telah dikumpulkan. 

Analisis isi dilakukan dengan mencari pola, tema, atau kategori tertentu 

yang muncul dari data yang sudah dikumpulkan. Dengan demikian, tahap 

sintesis ini sangat penting untuk memastikan bahwa data yang 

dikumpulkan relevan dan sesuai dengan tujuan penelitian, dan hasil dari 

Digitalisi Pelayanan Kesehatan Sektor Publik: Sebuah Scoping Review 

dan Implikasinya terhadap Pelayanan Kesehatan di Indonesia. Analisis 

hasil penelitian dilakukan dengan membandingkan temuan atau hasil 

penelitian dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Hal ini dilakukan untuk melihat sejauh mana hasil penelitian telah 

mencapai tujuan penelitian yang telah dirumuskan. 
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Sintesis dilakukan melalui tiga fase pendekatan yang terdiri dari 

menyusun, meringkas, dan melaporkan hasil. Pertama, analisis numerik 

deskriptif yang mencakup jumlah artikel, tahun publikasi, dan jenis studi. 

Kedua, kekuatan dan kelemahan pada literatur yang diidentifikasi melalui 

analisis tematik dari studi yang disertakan dalam laporan. Peneliti akan 

melakukan sintesis mapping atau scoping menggunakan metodologi 

induktif seperti memetakan karakteristik asal penelitian yang terindikasi. 

Analisis data kualitatif dilakukan dengan memakai prinsip-prinsip 

analisis tematik. Analisis tematik adalah metode untuk mengidentifikasi, 

menganalisis dan melaporkan pola dalam data dan memiliki metodologi 

kualitatif. Untuk menjaga kualitas dan kepercayaan setiap tahap analisis 

data akan disajikan dalam sebuah tabel. Temuan disajikan di bawah judul 

tematik menggunakan tabel ringkasan yang dapat menginformasikan 

deskripsi poin poin penting. Kemudian, tabel rinci disajikan berdasarkan, 

penulis dan tahun publikasi, tujuan penelitian, metode penelitian, fokus 

digitalisasi, temuan utama, serta keterkaitan dengan tema penelitian 

(Stenberg et al., 2018). 

 

3.6 Konsultasi 

 

Konsultasi merupakan suatu tahap opsional dalam metode scoping 

review namun karena itu menambah ketelitian metodologis, menjadikan 

tahap konsultasi itu menjadi sangat penting. Konsultasi akan dilakukan 

ketika hasil awal disusun dalam bagan dan tabel pada scoping review. 

Pemangku kepentingan dari penelitian ini ialah dosen pembimbing, 

peneliti akan diberikan gambaran umum tentang hasil awal. Tujuan 

konsultasi adalah untuk meningkatkan validitas, kredibelitas, dan kualitas 

hasil studi. 

 



 

 

V. PENUTUP 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan temuan dan hasil scoping review mengenai digitalisasi 

pelayanan kesehatan sektro publik dan implikasinya bagi pelayanan 

kesehatan dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan pemetaan literatur, digitalisasi pelayanan kesehatan sektor 

publik di Indonesia didominasi oleh tiga jenis utama: telemedicine, 

Rekam Medis Elektronik (RME), dan Mobile Health (mHealth). Akan 

tetapi dalam pelaksanaannya belum semua jenis terintegrasi dalam satu 

basis data, hal ini sejalan dengan pelayanan digital berdasarkan artikel 

oleh Wasir (2025), Nugraheni (2024) dan Rahmadi (2023) pada 

penelitian terdahulu. 

2. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi pelayanan 

kesehatan secara digital, diantaranya berupa faktor infrastruktur dan 

interoperabilitas data, sumber daya manusia dan resistensi budaya, 

regulasi dan keamanan data, serta aspek penerimaan masyarakat dan 

kesetaraan dalam akses layanan. Adapun faktor tersebut memiliki 

kesesuaian dengan apa yang diajukan Kementerian Kesehatan  Indonesia 

berdasarkan laporan kinerja kesehatan dan analisis WHO tahun 2020. 

3. Berdasarkan dimensi kualitas pelayanan publik, pelaksanaan 

digitalisasi pelayanan kesehatan berkontribusi positif terhadap kualitas 

pelayanan publik berupa responsiveness (daya tanggap) dan efficiency 

(efisiensi) yang terbukti mengurangi waktu tunggu dan biaya 

transportasi. Akan tetapi pada dimensi empathy (empati) dan assurance 

(jaminan), temuan literatur menunjukkan tantangan serius terutama 

dalam mendorong inklusivitas pelayanan bagi pasien lansia dan pasien 

dengan kondisi khusus. 
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5.2 Saran 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa digitalisasi pelayanan kesehatan 

sektor publik di Indonesia telah mencapai titik tidak bisa kembali (point 

of no return), tetapi kematangan ekosistem digital masih terbatas oleh 

fragmentasi sistem, kesenjangan geografis, dan kesiapan SDM yang 

beragam di berbagai wilayah di Indonesia. Oleh karena itu langkah 

kedepan dapat berupa diantaranya:  

1. Bagi pemerintah pusat (Kementerian Kesehatan dan Kementerian 

Kominfo), Penting dalam pengintegrasian standar pelayanan digital 

khususnya dalam interoperabilitas data pasien pada setiap penggunaan 

fasilitas kesehatan terutama pengintegrasian bentuk layanan rekam 

medis aplikasi SATU SEHAT dengan sistem informasi kesehatan 

daerah (SIKDA) dalam mewujudkan satu data, menetapkan kebijakan 

yang mendukung pemerataan infrastruktur khususnya bagi wilayah 

afirmatif dan pengembangan pilot program atau percontohan sebelum 

dilaksanakan secara luas sebagai upaya adopsi inovasi berdasarkan 

triability dalam mempengaruhi keputusan apakah bentuk 

implementasi kebijakan akan diadopsi secara luas. 

2. Bagi pemerintah daerah dan fasilitas kesehatan, membangun kapasitas 

SDM kesehatan melalui pelatihan atau sertifikasi kerja yang 

disesuaikan dengan aspek teknis dan manajemen perubahan. Selain itu 

penting menerapkan model layanan hibrida dengan pendekatan sosial 

budaya. Selain itu penting dalam mendukung aksesibilitas sebagai 

upaya peningkatan keandalan layanan khususnya dalam menjamin 

keadilan akses dalam mendukung inklusivitas layanan. 

3. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian selanjutnya dapat melakukan studi 

empiris primer khususnya di daerah luar pulau jawa, sehingga dapat 

menilai bagaimana kesenjangan pelayanan antar daerah di Indonesia 

secara riil dengan menguji model integratif pelayanan teori 

administrasi publik dan sistem informasi. 
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